PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR \l TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan
penyelenggara Pemerintahan Desa agar Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa se
Kabupaten Mempawah lebih optimal dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban,
maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 7
Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di
Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Mempawah Nomor 7 Tahun 2020
tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5556) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5556);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);
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Menetapkan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI
KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal 1

Mempawah Nomor 7

Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratab Desa di Kabupaten
Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 7),
diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
adalah sebagai berikut :

a.

b.

Kepala Desa sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu
rupiah) per bulan;

Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima
puluh ribu rupiah) perbulan;

Kepala Seksi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
per bulan;

Kepala Dusun sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per
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Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu
rupiah) per bulan; dan

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum serta Kepala Urusan
perencanaan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per
bulan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 10

Rincian Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai

berikut :

a. Ketua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per
bulan;

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu
rupiah) perbulan,;

c. Sekretaris sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah) per bulan; dan

d. Anggota sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per

bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar

setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

BERITA DAEfAH Kag

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2023

v

BUPAT] MEMPAWAH,

Biundangkan di me igawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAE

-----------

MAIL

UPATEN MEMPAWAR
NOMOR

----------------




